PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D ARRAH
TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA




Menimbang .

Mengingat

A

PRCEPPATE T AR VANIEATI VA W A
PISOVINSD SIUNMATERNA LTTARA

PAARNA TREAN DARFERAH RANUIATE N LARTDIANI A TU UTARA
NOMOKR | TANHUN Q07
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DENCCAN KAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

bahwa sesum dengan hetentuan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah, sebagamuna telah diubah beberapa kah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernmntahan Daerah, APBD
merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-
Undang mengenar keuangan Negara;

biahwa berdasarkan perumbangan sebagammana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Anggaran Peadapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Pasal 18 ayat (6} Undang Undang Dasar Repubhk Indonesia Tahan 1945

Undang Undang Nomor 28 Tabun 1999 1entang Penyelenggaraan Negina yang DBersith dan Bebas dan Korupsi,
kolusl dan Nepoteesme (Lembaran Negara Pepublile Indonesin Tahan 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Pepubbl Indonesia Romor 3851,

Lindang Hindang Nomor 17 Tahan 2003 tentang Keuanpan Megarps (Lenbaran Negnrn Repubhik Indonesia
Tabrin 2040 Homor A7, Tambahan lembusran Megin o FPepublik Indonesin Nomor 3286},

indary Undang Noeanor 1 ahun 2004 tentang, Peibendaharsan Negata (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tohiun 20706 Nomar 5, Tarnbahan lembaran Negara Pepubhk Indonesis Nomor 4355;,

5. Undang.
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Undaong-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400),

.Urzd;xng 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan
Lembeairan Negara Republik 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
es 1 Nomor $421

Undang-': Z 33 Tahun 2008 temang Penmbangan Keuangan antara Pemenintah Pusat dan
Pemmermmatan Traerah Lemh aman Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran
hagzte Repubaw indonmesia Nomor 2438

~ o

moang-undang Nomer 23 Tahurn 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provins:
Sumawra Uiara (sembalan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Repudlik Indonesia Nomor 4369,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
53234

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talhn 2014 Namor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8587) sebagamana telah
druhah beberana Rali terakhbiv dogan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
v s Now Tabum 2014 enang Pemenintahan Dacrah (Lembacan Negara Republik dones aa
Taban 2015 Novto r a8 Tambahan tembaran Neg ara Republih indones da Nomor 5679);
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Lndang-Undang Nemor 18 Tahun 2010 tentang AngRaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angg amn
2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S948);
Peratiiran Pemerntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keusangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan . .
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Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

ﬁnﬁ::ﬂm:1@32.::;:zﬁ::o_.mm._ﬁ:::wocwg_:::mUssm—um_,m:acm:mm::5:158:zn,mmqmz.at:::r
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuanguan Daerah (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tabun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repniblik Indonesin Nomar +45/76)
sebagamana telah dinbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahan 2000 tentang Perabahian Atas
Peraturan Pemermtah Nomor S0 Tahan 2005 tentang Sistem bntormast levangan Daerah (Leynliian Negean i
Repubhik lndonesia Taban 20100 Nomaor 11O, Tambaban Lemnharan Negara Repubhle Indonesia Nomor 5155,

Peraturan Pemerintabs Nomor S8 Talion 2009 tentang Pengelolaan leaanpon Paeraby (Lepibarain Negaro
Repubilil Tndonesia Talbion 2005 Namor PAG Tamhiabin Leoihaian Negara Hepabill oadeieste Nogian A5 /71H),

Peratician Poemeitiial Noanor 60 Tahian 200% Venbang Pediiiais Veoyisiiigan da)) ey opmn Standag
Pelayayarn Minnnal (e uibaian Negaa Hepublik bitloage g Taliviie 20004 Houin o) Fanrilwsdimbs fappibiesd pii
Mot oo e poalglihe Jieddapne mia Wegiiing A4 5

3t ptidd s, Pespirtivivagbe Moppriogr 9 Fahiiihi PAVIFTT :::.R —:.T.—t:t: —.n_.n___._.___.n:., _;r: w..:_,\.l;t :.Iu-n:‘avm Vetiwtitivaly
Hatribpript: Meggmio Pe gk Depteppesis Tabip QO Ben 45, Tatihiabian Lemmbinran Hegaia Yn._‘:?xr Itiedesrinsia
;.Pv;._

Sevmtiirars perperintab Mogoea 11 Tabin 2000 Tentang Standar Akuntansi Pemerirntahan {1pinbaran Negara
Beeabiie ndonesia Tatvan 20000 Hormar 1273, Tambabian Lembartan Negara Republik Indonesia Nomor 5165,

w
peraturan Pemerintah Nornor 30 Tabhun 2011 tentang Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
ahbun 245 | Nomor 59, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219,

22 Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),

v.mqmﬂ:_,w: Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5655);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2016 Nomor 253);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310,

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 32 Tahun Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bazntuan Sowial Yang Bersumber Darn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Pepublik
Tahurn 2011 Nomor 450 sebagzimana telah diubah dengzn Peraturan Menter Dalam Negen Nomor
entang Perubzhan Keduz Atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 32 Tahun 201}
rn Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatzn dan

rah (Beritz Negarz Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 2036j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 59);

5]

eraturan Daerah kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
aerah KNabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWA'N PERWAKILA'N RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHAINBATU UTARA

dan
SUPAT! LABUHANBATU UTARA
VIS TUSAAN
TERAT.RAN TAFTEAAS TTNTAND AN ANTAY TENTAFATAY DAN BELANI X DAERRAN TE=T N AN LA aAN O T
Prse L
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E  TETILEDEIET peTat pn 850 387 S5 B 00-
L IMLETHE _jafTelr T &S BT S S0
SuTplus [ oer L 2> T OR5 DD AN O0 -
r  Fembievas D aeral
1 PEDerITIAaEn b el , . S Ep. 259200000 »0.90 -
2 Pengeluaran . —— o R o e 4 000.004 000, 00.
3  Pembiavaan Netto e T S o ... Kp (1.680 000 000,00 -
G Sisa Letnh Peminavaan Anggaran Tahun Berkenaan ... ... ... Rp. 00-
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 43.182.972.000,00,-
b. Dana Permbangan sejumlabh L. PR T— Rp. 707.636.391.000,00,-
¢. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah ............................... Rp. 99.562.596.825,00.-
(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah R AN PR RRS ( + ) 20.380.000.000,00.-
b. Retnbusi Daerah sejumlah ... Rp. 7.612.117.000,00,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayvaan Yang dipisahkan sejumlah . Rp. 1.500.000.000,00.-
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 13.690.855.000,00,-

(3) Dana ...
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Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah .................. Rp. 36.971.496.000,00,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah  ..............ooooiviiieieeiiieiiin S S Rp. 593.232.429.000,00,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah  .........oi e Rp. 77.432.466.000,00,-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis
pendapatan :

a. Pendapatan Hibah sejumlah  .....................cocooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieaiiii Rp. 10.769.803.600,00,-
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah e Rp. 20.145.854.225,00,-
. Pendapatan Dana Desa dari APBN sejumlah

................................ Rp. 68.646.939.000,00,-
Pasal 3
Selaniz Daerzh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
a. Belana w dak Langsungsejumlah ... ..... Rp. 548.854.973.227,00.-
o3 elanja Langsung sejumlah .., S —— Rp. 300.446.986.598,00.-
elanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Belanja Pegawai sejumlah ...................... A e TSR ATE e o.p mosn P Rp. 299.330.441.637,00,-
b. Belanja Hibah seiumlaht . ooocssommmsmsnmasmssmsseesmass iy sxsssan s isuiss Rp. 5.963.906.300 pg.-
¢. Belanja Bantuan Sasial sejumlah  ...c..cvmesscomenmsssmes soessysns s Rp. 5.680.000.000 ().-
d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ )
Kota dan Pemerintah Desa sejumlgh =t Rp. 2.599.211.700,00,
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa .......................... Rp. 133.331.413.590,00.-
sejumlah
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah ... W e G Rp. 1.950.000.000,00,-
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 70.502.156.920,00,-
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah ... Rp. 155.352.255.050,00,-

c¢. Belanja Modal sejumlah

................................................... Rp. 74.592.574.628,00,-
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Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | huruf ¢ terdiri dari :

2)

a. Penerimaan sejumlah
b, Pengeluaran sejumlah

..............................

....................................................................

e
Penerimaan sebagnimana dimaksud avat (1) hurul a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perbitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (Si1LPA) sejumlah
b Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

.............. s fembaneitosrs PO
............................ Rp.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a Penvertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah el gt IRORDe
b Pembernan Pinjaman Daerah sejumlah

............... Rp.
Pasal 5

2.920.000.000,00,-
Rp.  4.000.000.000,00,-

2.000.000.000,00,-
920.000.000,00,-

2.000.000.000,00,-
2.000.000.000,00.-

Uranan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

P

Lampiran |
Lampiran Il
Lampiran [l

BTN
Lampiran 4
»
. - 1
Larmnmran Xl

Ringkasan ﬁumo
Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan

pembilayaan;

Rekapitulas: belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan

kegiatan,

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah

dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan;

Daftar piutang daerah,

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;,

[oaftar 1\.;\:&&: penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah,
Daftar perkaraan penambahan dan pengurangan aset lainnya,

Tm.:w.\ r patan kegiatan tahun  anggaran  sehelumnya  yang  belum
dianggarkan kemhall dalam tahun anggaran ini,

_.m.:m.\ .n_r na cadangan daerah, dan

[valtar Finjaman [aerah dan Obligasi Daerah

diselesaikan dan

Pasai 6 ...
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Pasal 6

x.nmmmnm:\n.&mam yang bersifat wajib, mengikat dan kegiatan/belanja yang mendesak dan harus segera
a*_m_ﬁmmum.rm: yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang dapat
Ermﬂmmo:rm: dalam keadaan darurat, yang dananya tidak tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2017 ini
dibebankan pada dana tidak terduga.

Pasal 7

Dalam Tm.: dana tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan/belanja sebagaimana dimaksud Pasal
6, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
pada APBD Tahun Anggaran 2017, dan kegiatan/belanja yang harus dilaksanakan oleh karena ditetapkannya
ketentuan Pemerintah pada tahun anggaran berjalan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat merubah
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017, yang selanjutnya diusulkan dalam Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2017, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

vy kepertvan mendesak sebagainana dunaksud waal 0, datuy lebih lamut dalam
Utara tentang Peipabaran Anggaran  Peandapatan Jdan Belamna Lhaetal Tahin
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JHANBATU UTARA,

: ;an di Aek Kanopan
pada tanggal 24 Januan 2017
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LARUHANBATU UTARA,

NATHL DD SIFEGALR
LIEMBARAT DAERAT KABUPATEN LABUTHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR ©2

HOFEG PERPATURAN DAERAI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINST SUMATERA UTARA < (1 /11 /2017



